
BUPATI KERINCI 

PROVINSI JAMB! 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 35 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 27 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang a. bahwa Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubaha Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarkan angka 4.7 angka 4.71. huruf j. 
pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan. 
APBD dalam Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran 
perubahan APBD Tahun Anggaran; 

c. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata 
Cara Pergeseran Anggaran (Lembaran Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 5); 

d. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/71/BM/XI-
2025 tanggal 11 November 2025 tentang Persetujuan 
pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
pada Kecamatan Batang Merangin; 

e. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/754/I/BPKPD/2025 tanggal 12 November 2025 tentang 
Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN pada BPKPD Kabupaten Kerinci; 

f. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/ 176/ Bappeda-Litbang/ 1/2025 tanggal 14 November 
2025 tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek 
belanja dalam jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Bappeda -Litbang 
Kabupaten Kerinci; 

g. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/32/Sekre-
s1/ 2025 tanggal 25 November 2025 tentang Persetujuan 
pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
pada Kecamatan Sitinjau Laut; 



Mengingat  

h. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/02/BM/XI-
2025 tanggal 28 November 2025 tentang Persetujuan 
pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 

i. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/ 182/Dishub-2025 tanggal 28 November 2025 tentang 
Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci; 

j. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/ 1.28/DISPERINDAG/XI/2025 tanggal 28 November 2025 
tentang Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan. ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdangan 
Kabupaten Kerinci; 

k. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/01/X/UMUM/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang 
Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN pada Kecamatan Sitinjau Laut; 

1. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 
900/033/Kec.KA/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang 
Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN pada Kecam.atan Kayu Aro; 

m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, 
huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf 1; 

n. perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penepatan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Uomor 2 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 6512); 



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5657); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6959); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan. Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Repuplik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 Tentang Hak keuangan dan. Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 
6847); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 105); 

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 
Belanja Dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenldatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2022 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3); 

27. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2025 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 27 
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025. 



Pasal I 

• Ketentuan Larnpiran II dalarn Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27), diubah sehingga 
berbunyi sebagairnana terlampir dalarn Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 
Peraturan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Siulak, 
pada tanggal 3 96-emsfit 2025 

I, 

Diundangkan di Siulak 
pada tanggal pfsvoofrt 2025 

SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,  

Z INAL EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR : 33 
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